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Tesisini membahas mengenai pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan
keputusan pengadilan hubungan industrial yang digjukan oleh pekerja. Pokok permasalahan dalam tesis ini
adalah kedudukan dan perlindungan hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan mahkamah agung ditinjau
dari UU Serikat pekerja dan UU Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
yuridis normative, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.

Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan
dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi pertentangan atau sengketa antara pekerja dan
perusahaan (pengusaha) sering kali meskipun dibawa ke pengadilan PHI. UU Serikat pekerja menyatakan
bahwa pengusaha dilarang untuk menghalang-halangi aktifitas pekerja dalam serikat pekerja dengan cara
melakukan pemutusan hubungan kerja.

Putusan Mahkamah Agung nomor 2014K/Pid.Sus/2011 seolah-olah menyatakan bahwa pengusaha dapat
dianggap melakukan pemberangusan serikat pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial
terhadap phk yang diajukan oleh pekerja. Dalam tesisini ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya
PHK yang digjukan oleh pekerjatidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pengusaha telah
melakukan pemberangusan serikat pekerja.dan majelis hakim dalam perkara pidana perburuhan, hendaknya
memperhatikan keputusan pengadilan hubungan industrial, atas dasar-dasar terjadinya pemutusan hubungan
kerja. Diharapkan dimasa depan telah diatur secara tegas bahwa pemberangusan serikat pekerja haruslah
diperhatikan dari dasar pemutusan hubungan kerja dan adanya pemahaman hakim pidana perburuhan yang
sama bahwa proses yang terjadi di Pengadilan hubungan industrial dapat dijadikan dasaar dalam
penyelesaian kasus pidana perburuhan kecuali diatur secara tegas oleh Undang-Undang.

...... This thesis discusses the suppression of trade unions carried out by the employer based on the industrial
relations court decision filed by workers. The main problem in this thesisis the status and legal protection
for employers based on the decision of the Supreme Court in terms of the Law Unions and Industrial
Relations Act . The method used is a normative juridical approach , whereas the method of data analysisisa
gualitative method

Workers are part of acompany and also one of the stakeholdersin a company . However , in the event of
disagreement or dispute between workers and companies ( employers) often though brought to justice at
industrial relationship court. Unions Act states that employers are forbidden to obstruct the activities of
workers in trade unions by doing layoffs .
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Supreme Court ruling number 2014K / Pid.Sus/ 2011, asif stating that employers can be considered
conduct suppression of union by a court decision on the termination of industrial relations filed by workers.
In this thesis drawn a conclusion that basically laid filed by workers can not be used as a basis for stating
that the employer has made suppression of union judgesin criminal cases of labor , should pay attention to
theindustrial relations court's decision , on the foundations of the termination work . Expected future has
been set explicitly that the suppression of trade unions should be considered on the basis of termination of
employment and their understanding of labor the same criminal judge that the processes occurring in the
industrial relations court can be ground in resolving criminal cases except labor are strictly regulated by law



